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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 21 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 74 TAHUN 
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  :  a. bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar 

obyek belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja, dan antar jenis belanja pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah serta penambahan alokasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 yang berasal 

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 
Anggaran 2022 (sisa DAK Non Fisik), maka Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang 
sehingga perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

SALINAN 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757);                 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 

10. Peraturan  Daerah Kabupaten  Kendal  Nomor 9 Tahun  2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2022 Nomor 9); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  

2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  
2023 Nomor 11); 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 74 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun  2022 Nomor 74) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun  2023 Nomor 11) diubah sebagai 

berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 
 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar 

Rp2.513.227.777.636,00 (dua triliun lima ratus tiga belas 
miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh 
puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang 

bersumber dari : 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 
 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.904.004.400.094,00 

(satu triliun sembilan ratus empat miliar empat juta 
empat ratus ribu sembilan puluh empat rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
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b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 

1.695.280.498.094,00 (satu triliun enam ratus sembilan 
puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta empat 
ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh empat 

rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp208.723.902.000,00 (dua ratus delapan miliar tujuh 

ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah). 
 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 7 
 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 

Rp2.584.937.513.750,00 (dua triliun lima ratus delapan 
puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima 
ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang 

terdiri atas : 

a. Belanja operasi; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 
 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 
 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a direncanakan sebesar Rp1.793.350.599.290,00 

(satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga 
ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan 

ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas : 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp1.003.067.770.176,00 
(satu triliun tiga miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus 

tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp657.361.954.114,00 
(enam ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam 

puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu 
seratus empat belas rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
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(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp129.668.875.000,00 (seratus 
dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh 

delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.252.000.000,00 (tiga 

miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah). 
 

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b direncanakan sebesar Rp349.493.298.938,00 (tiga 
ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan 

puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu 
sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Belanja modal tanah; 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp4.840.386.000,00 (empat 
miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan 

puluh enam ribu rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp89.876.373.873,00 (delapan puluh sembilan miliar 

delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh 
puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp165.965.906.980,00 (seratus enam puluh lima miliar 

sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus 
enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp67.432.759.893,00 (enam puluh tujuh miliar empat 

ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan 
ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 

21.377.872.192,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh 
puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu 
seratus sembilan puluh dua rupiah). 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

 

6. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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7. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

8. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

9. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

10. Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 29 Mei 2023 

 

BUPATI KENDAL, 
 

 

cap ttd 
 

 
 
 

DICO M GANINDUTO     
 

Diundangkan di Kendal           

pada tanggal 29 Mei 2023 

SEKRETARIS DAERAH   
KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

SUGIONO   

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 21 

 

   

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              


